
DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

BERITA

NOMOR 05

I

f'

TAHUN 2OO9

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 05 TAHUN 2OO9

TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASIDILINGKUNGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BUPATICIANJUR,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41Tahun 200f 
, 
tentang pedoman Organisasi n".*gk"i -J;;,

Pemerintah Kabupaten cianjur terah membentuk ornas-punaustrian
dan perdagangan berdasarkan pe'"tu,an Daerah Nomor 07 Tah;
2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, sesuai dengan pasal ll3 ayat (2) peraiuran Daeratr Nomoi Oi rJun2008, perlu menetapkan 

-tugas, 
fungsi d"" ;; k;;; Di;perindustrian dan perdagangan y*g d'it"t"pk* d;rg." E;h;

Bupati.

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah f+upalel Dalam Lingkungan proplnsi l;;;;
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1974 tentang pokok_pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomo-r 55, Ta;i;;
Lembaran, Negara Nomor.304l) sebegaimana telah di"tJ ;;;;;
Undang_Undang Nomor 43 Tahun t-999 tentang lerubah; Ai;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 t.nti"g po["n-pot"t
Kepegawaia_n (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor'Ig9, T.d;h;;
Lembaran Negara Nomor 3g90);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, i;il;;
Lembaran Negara-Nomor 4437) sebagaimana telah dt"b"h ;il;;
Undang_Undang Nomor g Tahun 200iteitang p.netapan t;;d;pemerintah 

fengganti Unda-ng-Undang Nomori T"hilt0o5;";;;
Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 32 Tahun ZOO+ t.ni"oi
Pemerintahan Daerah menjadi- Undang_Undang O,"rnUur_ NegaG
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor r0g iambahan remuiian
Negara Republik Indonesia Nomor 454g) jo. Unaang_Unaang No.oi
12 T'ahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas 

-Unaane--unaans

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah fir.U."i
Negara Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Nrg; N;;;;
4844);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang perimbanganKeuanga.n Aatara pemeri.,tufr - irrut dan pemerintahan Daerah(trnU111 Negara-.Tahun ZOO+ tjo.o, tZ( Tambahan l-embaranNegara Nomor 443e;;

5. peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 
,2007 tentang pembagianIJrusan. pemerintahan 

Antara 
- 
iemenntatL pcmcrintahan Daerahpropinsi,^ d-an pemerintatran-naJi"f, f"Uup"t*Xota (Lembaran

*lqt 'oot 
Nomor 82, i"-b;"" r-"-uur- Nrg;-;;-

6. peraturan. pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedomanOrganisasi perangkat Daerah flemUaran Negara Tahun 2007Nomor 89, .Iamba 
an L.;; il1gara Nomor +z+r;;

7. perahran Menteri Dalam Negeri \1nor S] Tahun 2007 tentangpetunjuk rcknie penataan orgiii."ri p.rr"edD;;rd;"w, .e,1 .,

g. peraturan Daerah Kabupaten Cianiur Nomo-r 02_ Tahun 2001 tentangTnh Cara pcnyusunan pcrut rr* "6uot dan penerbitan LembaranDaerah (rmbaran o".r"f, iar,un 
-2001 

Nom;;j ;#;)sebagaimana telah diubah Arngri.. prr"n.* -i""i"t "ra;O;r;,
Cianjur Nomor 02 Tahun ZOOJ Lr,tur,g perubahan pertarna Atasperaturan lDaerah Nomor 02 frfr* 

-ibOf 
bntang (_cmbaran DaerahTahun 2006 Nomor 02 Seri D)

9. peraturan Daerah Jfubupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentanoUrusan pernerintahan Daerah (r;;;* Daerah Tahun Z0OS Nomo?03 Seri D);

10. perahran, Daerah Nomor 07 Tahun 200g tentang Organisasipemerintahan Daerah dan p"mt*tuf- clrganisasi perangkat DaerahKabupaten Cian jur llembar:ur D:rer.f,'i"fr*"zooi N";ffiitffijl
MEMUTUSKAN :

Menefapkan : pERATURA|- BtpATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATAKriR.rA,,yrJ-. oRcAMSASi 
=ui 

r-rNcrwcaN DrNASPTIRINDUSI.RIAN DAN PERD,q,caNcir.r.

tsAB I

KETENTUANTIMTA4

Pasal I

Dalam Peratunn Brpati rnt yang dimaksud dengan :
l



1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukwn yang

mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengahr dan mengur,r!
kepentingan masyarakat setempat menurut pitarsa senati berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan nepublik Indonesia.

3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomuntuk mengatur dan mengurua ,"niiri u-san p"m".intahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan p"i"t o* perundang_
undangan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah
otonom oleh Pemerintah Daerah aan newt perwatilan Rakyat Daerah
menurut azas desentralisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom
sebagai Badan Eksekutif.

6. l)rusan pemerintahan adalah fungsi_fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewaj iban seti-ap tin-gkat;; a* uol, susunanpemerintahan untuk mengatur dan mingunis fungs!fungsi tersebut
yang. menjadi kewenangannya dalam rangka melindungil melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masy-arakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah Daerahyang 
.bertanggung jawab kepada Bupatl dalam penyelenggaraan

pemerintahan.

9. Seketariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Seketariat Daerah
Kabupaten Cianjur.

10. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur.
I 1. Dinas adalah Dinas perindustrian dan perdagangan.

12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UpTD) adalah unsur pelaksana
operasional Dinas perindustrian dan perdagangan.

14. Kel.ompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok pegawai NegeriSipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk mela=ksanakan kegiatan yang sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kefincaran tugas dan
fungsi Dinas Perindustrian dan perdaganganl

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FLTNCSI DINAS

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

(l) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan.

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang
Kr:pala Dinas yang berada di bawah aarl 

'Uertarrggungjawab 
kepadi

Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua

Iugas dan Fungsi

Pasal 3
(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan urtauru'*"n L otonomi dantugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dinas di bidang perencanaan,
pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan i""y"t."ggar*r,sebagian urusan pemerintahan di bidang pelrindustrian danperdagangan sesuai dengan ketentuan 

- aiVutau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b' penyelenggaraan 
'rusan 

pemerintahan dan perayanan umum diperindustrian dan perdagangan .uruui ae.rgao 'ket"ntuan 
dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan

sebagian urusan pemerintaha; di bidang peirindustrian danperdagangan sesuai dengan ketentuan 
- 

darjatau peraturan
perundang-undangan. yang berlaku;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsi dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Unsur_unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
c. Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Seksi, UpTD dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan :

b l. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.2. Sub Bagian Keuangan dan-peilengkapan;
b.3. Sub Bagian penyusunan programl '



f.

Bidang Perindustrian, membawahkan :

c.l. Seksi Bina perindustrian Agro;
c.2. Seksi Bina perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Aneka.
Bidang Perdagangan, membawahkan :

1 i. !"iri BinaUsahaperdasangan;
d.2. Seksi Bina Sistem Distribusl;
d.3. Seksi Bina perlindungan Konsumen,
Bidang Bina Sarana perdagangan, membawahkan :

e.l. Seksi Bina pengelolaan pasar;
e.2. Seksi Bina Keamanan Keterti6an dan Kebersihan pasar.
UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS KEPALA DINAS

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai 
. tugas membantu Bupati dalammenyelenggarakan urusan oemerintaian nu"."f, Ji'iia-g perindustriandan perdagangan serta memimpii; ;;;ed;il;juii'","r"r, kegiatanDinas sesuai dengan ketenruan drrd;;;;;t ;"ii..riiang-uoaang*yang berlaku.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI LTNIT ORGANISASI

DI LINGKLINGAN DINAS

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 7

ttO*=.'*. mempunyai tugas. menyelenggarakan sebagian tugas danIungsi Dinas dalam melaksanakan !-"ng"loluan 
--i.r* 

umum,kepegawaian,. keuangan, perlengkapan, i.;y"r;;' reicana strategis,program dan kegiatan dinas serta melakr"out* ;";yd; evaluasi danlaporan program dan kegiatan Oinu, ,.ru"i a"ig"i ti**arr dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8..
(t) 

?:Ji:_flll111kan tue.as s-ebagaimana dimaksud pada pasal 7,Jer\reranat menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan
anggaran Sekretariat;

b. pengkoordinasian dan_penyusunan rencana strategis, program,
kegiatan dan anggaran Dinai;

c. pengkoordinasian dan.penliapal bahan penyusunan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang ierindustrian 
- 

danperdagangan;

j

I

i



e.

f.

s.

h.

pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masyarakat dan keprotokolan;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
pengkoordinasian, penyiapan bahan rancangan produk hukum dan

f91kr"t:"ryian peraturan perundang-un-clani- ."r*i-a"rrg*
Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pengkoordinasian dan 
_penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan

program dan kegiatan dinas;
j' pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemenpelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Sekretariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan pJlengkapan;
c. Sub Bagian penyusunan programl -

Pasal 9
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatariSekretariat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi pemmusan kebijakanteknis operasional di _bidang pen),usunan ,"i"anu t"tutut *,pendistrib 'sian, pemeliharaan 
- 
baiang, gedung, taman, danperalatan kerja sesuai dengan keteiiuui aaJutuu peraruran

perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan penyiapan. bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang hubungan masyarakat,-keprotokolan,
penerimaan tamu, ketentraman, dan ketertiban di lingkungan dinas
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan pe-ndlang-undangan
yang berlaku;

d. melakukan pelyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang.. pembinaan kelembagaan- dan
ketatalaksanaan kepada unit kerja d-i lingkungan dinas;

e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan,
penggandaan, pendistribusian Can pengiriman surat/naskah dinas,
arsip sesuai dengan ketentuan O-an/a:tau peraturan perundang_
undangan yang berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai
dengan ketentuan dar/atau p".ituran perunaang-"unaangan yang
berlaku;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi
kepegawaian sesuai dengan ketentuai dar/atau peraturan
nenrndans-rrndansan vanq herlakrr:



h. melakukan koordinasi, penyiapan bahan rancangan produk hukum
dan pendokumentasian peraturan perundanglunjangan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perunda-ng-undangan yang
berlaku;

i. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan danitau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
ketentuan dar/atau peraturan perundang_undangan yang berlakul

(2) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:
a. melakukan penlusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan

dan Perlengkapan sesuai dengan protram dan kegia;n Sekretariat;
b. melakukan penyiapan 

..bahan koordinasi perumusan kebijakanteknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan,
pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akutansi keuangan
dan barang/perlengkapan dinas, sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan penyiapan. tahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan
pendapatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan,
penyimpanan, pengeluaran uang atau baranlperlengkapan dinas
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan lirunaang_unaangan
yang berlaku;

e, melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peiaturan perundang_undangan yang
berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan adrninistrasi keuangan
dan penilaian barang/perlengkapan/aset dinas sesuai denlan
kctentuan dan/atau peraturan pirundang_undangan yang berlaku;

g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akutansi
keuangan dan barang/perlengkapan/aset dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan
dan Perlengkapan sesuai dengan lietentuan dan/itau peraturan
penrndang-undangan yan g berlaku;

i. melakullan.tugas luin yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlakul

(3) Sub Bagian Penyusunan program mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian penyusunan
Program sesuai dengan program dan kegiatan Seietariat; 

-

b. melakukan penyiapan- bahan koordinasi perumusan kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan iencana program dan
keBiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;



e.

f. rnelakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan
informasi manajemen pelaksanaan prog.* aun-t"giut i, ainu,dinas sesuai dengan ketentuan aaVatiu p"rutur* perundang_
undangan yang berlaku;

g' melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasiprogram,dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaliu;

h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian penyusuraa
Program sesuai- dengan kelentuan lun/atuu p".ufrr* perundang-
undangan yang berldku;

t 
lTl*"f"",tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan yang berlakui

Bagian Kedua

Bidang perindustrian

Pasal l0
Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugasdan fungsi Dinas di bidang pemiinau, ,i.ufruil.*ar_a dan sarana

T::_T:1T_ .:suai, dengan ketentuan dan/arau peraturan perundang_
unoangan yang berlaku.

Pasal 1 I
ftl P:]T ;m9ta]<salatan 

tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10,
bloang renndustnan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang perindustrian;

b. pengkoordinasian dan gelyiapal bahan perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, praslana
dan sarana perindustrian;

nelakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakanteknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi
manajemen pelaksanaan prog;am aan kegiatan ainJ sesuai
oengan ketentuan dar/atau Deraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana

:t11:gir, 
program dan kegiatan dinas sesr.rai j.og* t"t"nto_

oaryatau peraturan perundang-undangan yarg berlaku;

i1**,t t-""fiapan bahan pengelolaan dan pengusulan programqan Keglatan drnas sesuai dengan ketentuan dan/atau plraturan
perundang-undangan yang berlaku;

penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta
permasalahan di bidang pembinaan usaha, prisarana dan sarana
perindustrian;

penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas di
oloang 

.pemblnaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan
yang berlaku;



e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan
program, kegiatan dinas di bidang pembinaan usaha, prasaxana
dan sarana perindustrian;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pembinaan usaha,prasarana dan sarana perindustrian sesuai ?engan ketentuan
dar/atau peraturan perundang_undangan yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain yan! terkait deigan tugas
Bidang Perindustrian;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan usaha,prasarana dan sarana pcrindustrian ,"suii dcng* ketentuan
dan/atau peraturan perundang_undangan yang bertak ,;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan
usaha, prasarana dan sarana perindustrian sesuai dengan ketentuan
dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
berdasarkan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undangan
yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Bidang Perindustrian dibantu oleh :

a. Seksi Bina Perindustrian Agro;
b. Seksi Bina Perindustrian Logam Kimia, Elektronika dan Arreka.

Pasal 12

(l) Seksi Bina Perindustrian Agro, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Bina perindustrian
Agro sesuai dengan program dan kJgiatan Bidang perindustrian;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, prasLana
dan sarana perindustrian agro;

c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan usaha, prasarana jan sarana perindustrian agro;

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan
pembinaan usaha, prasarana dan sarana perinduitrian agro;

e. melakukan pelyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan usaha, prasarana dan sarana perindustrian agro sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang_undan-gan yang
berlaku;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di bidang pembinaan uruh4 i.u.**u dan sarana
perindustrian agro sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina perindustrian
Agro sesuai dengan ketentuan din/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;



l0

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BidangPerindustrian sesuai dengan ketentuan a*tutiu p.;;;;perundang_undangan yang b;rlaku.
(2) Seksi Bina perindushian Logam Kimia Elekhonika dan Anekamempunyai tugas :

a. melakukan pen)'usunan rencana kegiatan seksi Bina perindustrian
Logam Kimia Etekhonika d* Anei; ;;;;-j"i!* progru_ a_kegiatan Bidang perindustrian;

b' melakukan p.enyiapan bah.an 
. 
koordinasi perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pernbinaan urut u, prur_una

dan sarana perindustrian logam ti"r[ !f"tt 
""il" i* aoetu;

c' melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dibidang pembinaan yahg, p.ur*uiu, ;*--;;" perindustrian
logam kimia elektronika dan aneka;

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan prograrn dan kegiatan
nelnbinln usaha, prasarana dan sarana pd;;il; logam kimiaelektronika dan aneka;

e' melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasionarpembinaan unaha, prasarana.dun .u.anu p"iirdosiiian togurn ti.iaelektronika dan aneka sesuai dengan ker-.nrr* JuV"t"u peraturanperundang-undangan yang berlaki;
f' melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi danlaporan dinas di bidang 

.pembinaan "r"t;, ;;;;" dan saranaperindustrian logam kimia erektronika, crai loJtl ,"srrai a"rrg*ketentuan dan/atau peraturan pr*oa*!_*J-g;;ang berlaku;
g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina perindustrian

Logam Kimia Elektonikj a* ei'.tu ,"ruui lengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang_und*g; t;;l;;r;

h. melakukan tugas lain _yang diberikan oleh Kepala Bidangperindustrian sesuai aingi, t"t.ntu* 
--l;;", 

perarrlran
perundang-undangan yang birlaku.

Bagian Ketiga

Bidang perdagangan

Pasal 13

Bidang Perdagangan memnunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugasdan fungsi Dinas di bidane pembinaan 
"r"f,"i-r**.' i* p.***uperdagangan, sisitem distribuii i- p..rlnJungilionl,frln'r.ruui arng*ketentuan dan/atau peraturan p".und*g_*a-ffi" yang U"rf*".

Pasal 14

(l) Dalam melaksanakan ruoas sebagaimana dimaksud pada pasal 13,Bidang Perdagangan men-yelenggaiakan fungsi : 
-- " ''

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang perdagangan;

b. pengkoordinasian dan .p"Lyilq- bahan perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pembinaan usaha, sarana dan

fT::T. perdagangan, sisitem distribusi dan perlindungan
KOnSltmen.
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c' penyiapan, penyajian data dal informasi mengenai potensi sertapermasalahan di bidang pembinaan usaha, sar"ana dan prasaranaperdagangan, sisitem distribusi dan perlindungan konsumen;
d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas dibidang pembinaan usaha, ru,*u d* p*.*"1*, ri."m distribusiperdagangan dan perlindungun t on.""t.i sesuai denganketentuan daniatau peraturan pe",r'naang-,r.raanjan yang Uerlaku;
e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rcncana dan peraksanaanprogram, kegiatan dinas di bidang pembinaan usat a, ,*unu a_prasarana perdagangan, sisitem distribusi dan perlindungan

konsumen;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional pernbinaan usaha,sarana_ dan prasarana perdagangan, sisitem Aistribusi Janperlindungan konsumen ,"ruui l"ngun tetentuan dan/atauperaturan perundang_undangan yang berlaku;
g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi dilingkungan Dinas dan/atau lembaga f^i" v""?, i.rt"it d";gu;i;g;;Bidang perdagangan;

h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan usaha, saranadan prasarana perdagangan, sisitem a'istiibusi Jan pertinaungan
konsumen sesuai dengarketentuan durr,/ata; ;;;;r* perundang_
mdangan yang berlaku;

i' penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan lopranpelaksanaan program dan kegiatan Oinas ai Uiaa"g pembinaan
usaha,. sarana dan prasarana perdagangan, sisitem distribusi danperlindungan konsumen seiuai len'gan k;;;"_ dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaku;

j' pelaksanaan tugas rain yang diber.ikan oreh Kepala Dinasberdasarkan ketentuan dan/atiu peratur; p"-nj*g_*a-gun
yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1)Bidang Perdagangan, dibantu oleh : -
a. Seksi Bina Usaha perdagangan;

b. Seksi Bina Sistem Distribusl;
c. Seksi Bina perlindungan Konsumen.

Pasal 15

(l) Seksi Bina Usaha perdagangan mempunyai tugas :

a' melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Bina usaha
Perdagangan sesuai dengan progruio aun 

-i.glutu" 
siAung

Perdagangan;

b. melakukan penyiapan 
.bahan koordinasi perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pembinaan usahaperdagangan;

c. melakukan 
_ 
penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di

bidang pembinaan usaha perdagangan;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan usaha petdagangan;
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e' melakukan peayiapan bahan pembinaan teknis operasionarpembinaan usaha perdagangan sesuai a""!- t 
"i"ntu* dar/atauperaturan perundang_undangan yang berlaku;

f' melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi danlaporan dinas di bidang pembinaan ,Juh;;;ug*gan sesuaidengan ketentuan dan/atau- peraturan p".._aiog_*a*gan yang
berlaku;

g. melakukan evaluasi. dan laporan kegiatan Seksi Bina UsahaPerdagangan sesuai dengan keteniu*i- aJlru, peraturan
perundang_undangan yang birlaku ,

h. melakukan tugas lain 
_ 
yang diberikan oleh Kepala BidangPerdagangan sesuai dengan ketentuan 

- -;;;u" 
peratuanperundang-undangan yang birlaku.

(2) Seksi Bina Sistern Distribusi mempunyai tugas :

a' melakukan penlusunan rencana kegiatan Seksi Bina sistemDistribusi sesuai r

Perdagangan; 
dengan program dan kegiatan Bidang

b. melakukan penyiapan bahan. koordinasi perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pembinaan, fasilitasi p.o*ori
dan pembinaan sistem distribusi;

c' melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasionar dibidang pembinaan, fasilitasi p."."ri a* 
-plmbinaan 

sistemdistribusi;

d. mela&ukan p-enyiapan bahan penyusunan progmm dan kegiatanpembinaan, fasilitasi promosi aun p"mbina.in silt". airt itu.i;
e. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasionalpembinaan, fasilitasi promosi aan pembinaan iistem aistriUusi

sesuai dengan ketentuan dan/atau poutr* f"-oda.rg-undarrganyang berlaku;

f' melal<ukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi danlaporan dinas di bidang pembinaan,'i#ifi*ipromosi danpembinaan sistem distribusi. sesuai a.ng; k"i*t"an dan/atauperaturan perundang-undangan yang berlaliu;
g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina SistemDistribusi sesuai dengan ketentuan Oujuiuu-p..uilr_ perundang_

undangan yang bcr.laku;

h. melakukan tugas lain 
_ 
yang dib-e3ikaa oleh Kepala BidangPerdagangan sesuai aengan keientuan ;;;i;" peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
(3) Seksi Bina Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina perlindungan
Konsumen sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Perdagangan;

b. melakukan penyiapan bahan. koordinasi perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pembinaan dan perlindungan
konsumen;
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c. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dibidang pembinaan dan perlindungan korrrurnrn; 
-

d. melakukan penyiapan bahan penysusnan program dan kegiatan
pembinaan dan perlindungan konsumen;

e' melakukan 
.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional

pembinaan dan perlindungan konsumen sesuai deogan ketentuan
dan/atau peraturan pen:ndang-undangu" y*g t".iJ-;

f. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi danlaporan dinas di bidang pembinaan a*'p"iti.rJ*guo konsumen
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan p"-oaang-*auog;
yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina perlindungan
Konsumen sesuai dengan ketentuaniany'atuu p".utur* p"-nO*g-
undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain 
, 
yang diberikan oleh Kepala BidangPerdagangan sesuai dengan ketentuan ;;;u" peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat

Bidang Bina Sarana perdagangan

pasal 16

3,$g-tt:.1_l_"rana 
perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan

seDagtan tugas dan funesi Dinas di bidang p"rnbinu*--.*anu
perdagangan. sesuai dengi ketentuan aunlut* "p"iui*L perundang_
undangan yang berlaku.

Pasal 17

( I ) Pll*'t melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16,Bidang Bina Sarana perdagangan menyelenggarakan fiingsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Sarana
Perdagangan;

b. pengkoordinasian dan. penyiapql bahan perumusan kebijakanumum pemerintah daerah di bidang pembinaan saranaperdagangan;

c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi sertapermasalahan di bidang pembinaan .*_u p.rdu'gungan;
d' penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas dibidang sarana perdagangan sesuai dengan tei.ntuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e' penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan peraksanaan

program, kegiatan dinas di bidang sarana perdagangan;

f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana perdagangan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan p".uoJarrg-urraangan
yang berlaku;

g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan Dinas dan/atau lembaga lain ffi tertuii aeigun tugas
bidang Bidang Bina Sarana perdag*g*;



pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan sarana
perdagangan 

. 
sesuai dengan ketentuan 

- 
dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang pembinaan
sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

j. pelaksanaan tugas lain yang
berdasarkan ketentuan dan/atau
yang berlaku.

(2) y{uk menyelenggnrakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Bidang Bina Sarana Perdagangan dibantu oleh :

Seksi Bina Pengelolaan pasar;
Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan pasar.

Pasal 19

(1) Seksi Bina Pengelolaan pas.ir mempunyai tugas :

a,

b.

melakukan penyiapan
bidang pembinaan
pengelolaan pasar;

diberikan oleh Kepala Dinas
peraturan perundang-undangan

bahan kebijakan teknis operasional di
sarana perdagangan dan manajemen

b.

melirkukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina pengelolaan
Pasar sesuai dengiur program dan kegiatan Bidang Bina" Sarana
Perdagangan;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pembinaan sarana
perdagangan dan manajemen pengelolaan pasar,

melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan sarana perdagangan dan manajemen-pengelolaan pasar;

melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional
pembinaan sarana perdagangan dan manajemen pengeloiaan pasar
sesual dengan ketentuan dan/atau peratwan perundang_undangan
yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan
laporan dinas di_ bidang pembinaan sarana perdagang- a-
manajemen pengelolaan pasar sesuai dengan ketentria,n iur,/utuu
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Bina pengelolaan
Pasar sesuai dengan ketentuan dadatau peraturan perindang-
undangan yang berlaku;

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Sarana Perdagangan sesuai dengan ketentuan iur,/utuu peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seksi Bina Keamanan Ketertiban dan Kebersihan pasar mempunyai
tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Keamanan
Ketertiban dan Kebersihan pasar sesuai dengan program dan
kegiatan Bidang Bina Sarana perdagangan;

d.
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b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang pimbinaan keamanan
ketertiban dan kebersihan pasar;

melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis operasional di
bidang pembinaan keamanan ketertiban dan kebersid; ;;;*;
melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan
pembinaan keamanan ketertiban du" t"U"r.lt u""pur*; 

-- -'

melakukan .penyiapan bahan pembinaan teknis operasionalpembinaan keamanan ketertiban dan kebersihan pa1'ai- ses..ai,
dengan ketentuan dan/atau Deratulan perundang-undang* r*gberlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi penlusunan evaluasi danlaporan dinas di bidang pembinaan f.ia-aoun Li"Jit- o*
Keoersthan pasar sesuai dengan ketentuan dar/atau peratuan
penrndang-undangan yang berlaku;

melakukan evalua:;i dan laporan kegiatan Seksi Bina Keamanan
Ketertlban dan Kebersihan pasar sesuai dengan ketentuan danlatau
peraturan perundang-urrdangan yang berlaku;

melakukan tu_gas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina
Pengelolaan Pasar sesuai dengan ketentuun Ouryutnu 

-p..utur*
perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiaran reknis penunjang pada Di-nas aupat aiueritui. unit pelaksana
Teknis Dinas.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit peraksana Teknis Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat 1i; atan aiatur aan ditetapkan
tersendiri dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2 I

lli Pinas 
dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuanda atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal22

Kelompok Jabatan lungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jeris jabatan fungsional- yang tela'h aitetaptan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Kelompok j abatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional. 

-yang terbagi dalam berbagai kelompo"k sesuai iengan
bidang keahliannya.

c_

d.
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(2) Setiap_.kelompok jabatan 
.fungsional - 

sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsiinal senior yang ditunjuk
oleh Kepala Dinas.

(r) ,,y1|11. l:llga tungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dltentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diahr kemudian
sesuai dengan peraturan perundang-unlang* y*f UoUt ,r.

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Pertama

Umum

Pa.s,al24

(l ) Dalam melaksanakan tugasnya 
_ 
Kcpala Dinas wajib menerapkanprinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi U"lt aalm lingkup dinas

maupull dengan perangkat. daerah terkait lainnya serta denlan.semua
unsur di lingkungan pemerintah daerah.

,t, ,;H:l:::. g:l 
, T.nur* Bidang dalnnr melaksanakan tusasnya

oonangguug,awab kepada Kepala Dinas.
(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab

kepada Sekretaris, dan Kepala Seksi bertanglunja*ai t epaaa fepata
Bidangnya masing-masing.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajibmengawasi pelaksanaan tugas bawahannyu - _"Jing_.uring dan

:t:lll1,.:"1i1i l"."yimpangan 
ug- rn"ngumbil rangkahJangkah yang

olperruKan sesuai dengan ketentuan dan/atau peratumn perunaangl
undangan yang berlaku.

(5) Setiap pimpinan satuan. organisasi di lingkungan Dinasbertanggungiawab memimpin din mengkoordi;ii; bawahannva
masing-masing serta memberikan bimiingan A"" p",*:*J.'gi
pelaksanaan tugas.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai denian 

"l.l a* misi dinas
serta menjabarkannya dalam program dan keg-iatan opersional sesuai
tugas dan fungsi serta bertanggunglawab keiada ataiannya masing_masjng dan menyampaikan laporan pelaksanu* tug^nyu ,..*u
DerKala maupun sewaktu-waktu.

(7) Setiap laporan yang diterina oleh pinrpinan satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib- diolah' Aan aipergunafcan seUagai
bahan penyusunan laporan tibitr tanlut ."rtu -irnB"ritan petunj"uk
dar/atau arahan kepada bawahan.

(8) 
5?Au . 

Dinas 
_ 
menyampaikan laporan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

(9) Dalam :nenyampaikan lapotan.kepada Bupati, tembusan laporan

5.:4,i Ot"* dapar disampaikan kepada ,utuan o.guoiruri yang secara
rungstonat mempunyai hubungan kerja.
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Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 25
( l) Seketaris mewakili Kepala Dinas dalam batas-batas kewenanganyang dilimpahkan apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan

tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Dinassebagaimana dimaksud pada alat (r), rc"pufu oliuiiupui *"nuoi utsalah.satu Kepala Bidang unik ;;iaks;;; 
"g* 

Kepala Dinas
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinasberhalangan melaksanakan tugas,. mala yang bersangkutan dapatmenunjuk seorang pejabat satu tingkat teUitr .eniatr JiUui"uhrryu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Dinas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerahserta sumber pembiayaan lainnya- r.ruui a"og; ketentuan dan/atattperaturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal2T
(l) Pengangk^atar 

lal qembgf eltian Kepala Dinas serta para pemangku
JaDaran latnnya dalam lingkungan dinas dilakukan 

'sesuai 
denlan

ketentuan dar/atau peratur- p.rr:ndang_unaunlan yung U".f aku.
(2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam har perencanaan, pengelolaan

dan pembinaan k"p"ga*aiun.
(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai denganketentuan dan/atau peraturan perunarig_i.O*t* yu"g U".luku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 '

(1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka segara ketentuan
dan/atau peraturan yang bertentangan aerlgan p;;;an Bupati inidinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal lain.yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini akandiatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 3 1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



l8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Januari 2009
BIJPATI CIANJUR"

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

16 Januari 2009

DAERAH,

BERITA DAERAH KABI]PATEN CIANJTJR TAHI]N 2OO9NOMOR 05

Diundangkan di Cianjur

!:;.ffi.480092 ilO


